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PERATURAN WALIEKEOTA PADANG
NOMOR 4% TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Daerah EBota Padang Nomor 17 Tabhun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kota Padang sebagaimana telah diubah derigan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan
Peraturan Walilota, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengsah (Lembaran Negara Tahun 1956

Nomor 20];

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Polock
Kepegawaian [(Lembaran Mepgara Tahun 1974 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undane-Undang Nemor 43 Tahun 1999
|ILembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang-Undang Nomcer 32 Tahun 2004 tentang
Pemernnlahan Daerah [Lembaran Negara Tahoen 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437},
sebagaimana telah diabah beberapa kali terakhir dengan
Indang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

4. Undang=Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
MNomeor 523534},

Peraluran Pemenntah Nomor 17 Tabun 1920 tenlang
Perubahan Batas Wiayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang {(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);
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6. Perifuran Pemernnlabh Nomor 9@ Tahun 2003  Llenlang
Wewenang Pengangkatan, Pemindohan dan Pemberhentian
Pegawal Negerl Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagammana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 {(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 104),
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuuangan Daerah {Lcmbaran Negara Tahun
2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintgh Nomor 38 Tahun 2007 teniang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemenntahan Dacrah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 832,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Feraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Eembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 57 Tahun 2007
tentang Pelunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Keputusan DBersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor
01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2002 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan
Peraturan Pemermtah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemenntahan Keta Padang (Lembaran

Dacrah Tahun 2008 Nomor Q9);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanean Pembangunan Daergh, dan Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008
Nomor 17, Tambahan ELembaran Daerah Normnor 15),
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 15 Tahun 2012 [(Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Dacrah
Nomor 55),

MEMUTUSKAN -

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADI].

BAB I
EETENTUAN UMUNM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikola ini yang dimaksud dengan :
1. Dacrah adalah Kota Padang;
2, Walikota adalah Walikota Padang;

3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Pernan:in Terpadu Kola Padang;

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanamasn Modal dan Pelayvanan Perizinan
Terpadu Kota Padang; |



. Sekaetariat adalah Sekretariat pada Badan Penenaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu;

. Kepala Bidanpg adalah Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu;

. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Suld Bagian pada Badan Penanaman Modal

dan Pclayanan Perizinan Terpadu;

. Kepala Sub Bidang adelah Kepala Sub Bidang pada Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

BAB II
, SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
; Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu,
terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
. 1, Sub Bagian Umum;
| 2. Sub Bagian Keuangan;
C T 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
¢. Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Llerdim dari .
1. Sub Bidang Analisa Potensi Penanaman Modal,
2. Sub Bidang Promosi dan Penpembangan.
d. Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal, terdir: dari :
N 1. Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan Duma Usaha;
2. Sub Bidang Kerjasama.
e. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadn, terdin dari :
1. Suh Bidang Pelayanan Penzinan,
2. Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan.
' . Bidang Pengawasan dan Penpendalian, terdiri dari :
.y 1. Sub Bidang Pembinaan;

2. Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi.

BAB Il
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bapian Kesatn
Kepala Badan
Pasal 3

(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengalur penyelenggaraan

urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berdassrkan
ketenluan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pelayanan baik.

{2) Unluk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Badan mecmpunyal fungsi :

a. merumuskan sasaran strategis bidang penanaman modal dan pelayanan
perizinan lerpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk peningkatan kualitas pelayanan Kota Padang;

b. merumuskan program kerja Badan penanaman modal dan pelayanan
perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan pcrundang-undangan
agar penyelenggaraan urusen penanaman meodal dan pelayanan perizinan
terpadu dapat terukur secara tepat dan optimal;
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c. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pelayanan dengan para
stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
agar terwujudnya sinkronisasi: kebijakan;

d. menyelenggarskan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi
tervupudnya pelayanan daerah yang berkualitas;

e. mengendalikan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan
perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan  perundangan-
undangan sebhagai bentuk upsya menjaga mutu dan ciisicnsi Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

. mengendalikan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan
perizinan  terpadu  berdasarkan  ketentuan peraturan perundangan-
undangan sebagai bentuk upayse menjaga mutu dan efisiensi Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

g. membina aparatur dalam penyelenpgaraan uraisan penanaman modal dan
pelayanan  perizinan  terpadu berdasarkan  ketentuan | peraturan
perundangan-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat
lebih elisien dan elelctil;

h. mengarahkan penyelenggaraan urusan Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Penzinan Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan demi tercapainva pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

1. mengevaluasi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan
perzanan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas sccara komprehensif,

j. melaporkan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan
perizinan terpadu secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas ldnerja;
mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi:
pengguna anggaran Badan;

. pengguna bharang Badan,; dan
melakssnakan tugas kedinssan lain yang diberikan oleh alassn sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua

Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh Sekrelaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kepala Badan,

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepsla Badan  dalam

mengkoordinasikan pelaksanan tugas pokok dan fungsi serta memberilkan

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan orgamsasi ch lingkungan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam urnsan

administrasi umum, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.

Uniuk! menyelenggaralan tugas sebapaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretariat mempunvai fungsi ¢

a. mengkoordinasikan penyelengparazan tupas pokok dan fungsi;

b. menyusun perencanaan umum, perencanaan  strategis, program dan
kegiatan serta anggaran Badan;

¢. mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan dan kebijakan tekms
lainnya,

d. melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi umum, rumah tangga,
huinas dan protekoler,

e. menyvelenggarakan urusan dan  administrasy  pelaporan  kenangan,
kepegawsian, peralatan dan perlengkapan;

f. menyelenggarakan dan menata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;

membina dan menyusun ketatalaksanaan organisasi;

. membina dan meningkatkan sumber daya manusia;

SRS



1. menyusun program kerja Sekretariat;

J. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan olch atasan sesuai
dengan tugas dan funpsinya.

Parapraf 1
suhb Bagian Umum
Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorung Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris,

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan
urusarl pengelolanan administrasi umum dan kepegawaian, urusan ramah

tangga, humas dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi
serta urusan peralatan dan perlengkapan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah :

. a. mengelela administrasi surat masuk dan surat keluar;
. mengelola tupas-tugas kearsipan, perpusiakaan dan dokumentasi;
menyusun rencana dan mengeloln administrasi kepegawaian,
. melaksanalcan urusan humas dan keprotokolan;
melaksanalkan  urusan  perencanaan, pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, perawatar/pemeliharaan, penphapusan serta pencatatan
dan pelaporan peralatan dan perlengkapan serta barang-barang inventaris
kaﬁtnr;
. [. mengatur dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
g, melaksanakan urusan rumah tangga kantor;
h. menyusun rencana anggaran dan kegiatun Sub Bagiun Umum;
. membuat evaluasi dan laporan pelaksanasn tugas Sub Bagian Umum; dan
J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsual
dengan tugas dan fungsinya.
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Poragraf 2

Sub Baglan Keuangan
. Pasal 6

(1} Sub Bagian Keuangun dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalarm
meclaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

{2) Sub Bagian Keuangan mempunyal tugas membantu Sekretaris melaksanakan
pengelolaan  administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana
keuangan, pengajuan permintaan keuangan, verifikasi, perbendaharaan,
pembuloaan, serta penvusunan dan pelaporan pertanggungawaban kenanpan.
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(3} Penjabaran fugas Sub Bagian Keuangsn sebagaimann dimaksud pada ayat (2)
adalah;
o a. menyusun dan menyiapkan program dan rencana keuangan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan,

c. menylapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat
perintah pembayaran ganti nang, surat perintah pembayaran tambahan
uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta

¢ penghasilan lainnya;

d. melakukan verihikasi sural pertangeungjawaban keuangan;



c. menyiapkan bahan dan laporan pertanggungjawaban keuangan,

. melaksanakan penataan dan pengendalian keuangan;

g. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:

h.menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan keuangan
sesuai ketentuan;

1. menyusun rencana anggaran dan kegiatan sub bagian keuangan;

j. membuat evaluasi dan luporan peloksanaan tugas sub bagian keusngan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinva.
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Paragraf 3
Sub Bapian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 7

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh secrang Kepala Sub

Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
¥ jawab kepada Sekrelans.

t2) Sub Bagian Perencanasan don Evaluasi mempunval tugas membantu Sekretans
melaksanakan urusan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan
anggaran, perumusan rancangan kebijakan umuim, penataan personil dan
organisasi, serta penyusunan cvaluas: dan pelaporanan.

(3} Penjaharan tugas Sub Bapian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana

e dimaksud pada ayat [2) adalah:

a. meayusun dan menyiapkan rancangan rencana umum dan  rencana
strategis, program dan kegiatan Badan;

b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan
belanja Badan,

c. mengumplllkan data, menyusun dan merumuskan rancangan peraturan dan
kebijakan teknis lainnya;

d. merumuskan dan menviapkan usulan kebijjakan bidang-bidang usaha yang
periu dipertimbangkan tertutup, terbuka denpgan persyaratan dan vang
mendapat prioritas tingm di Kota Padang,;

e, menghimpun dan menyiapkan data-data dan dokuamenias: informasi
penanaman modal;

f. melakukan evalunasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan
serta tupgas polkok dan fungsi Badan;

g. menyusun dan melaksanakan program peninglkatan dan pengembangan
sumberdaya aparatur Badan;

h. menvusun rancangan kebutuhan personil dan penataan organisasi:

i, menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan
Evaluasi

v j. membuat evaluasi dan laporan pelaksennan tupas Sub Baguin Perencanaan

- dan Evahluasi; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsua
denpgan tugas dan fungsinya,

Bagian Ketiga
L . Bidang Potensi dan Pramosi Penanaman Modal
Pasal 8

{1} Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepals
Bidang vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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(3)

Bidang Potenst dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam perumusan rancangan kebijakan teknis, perencanaan dan
pengkajian potensi mvestasi, penyiapan data serta penyelenggaraan promosi
penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksnd pada ayat (2), Bidang
Potensi dan Promosi Penanaman Modal mempunya fungsi .
a. mengumpullkian dan mengolah data, pengkajian serta perumusan rancangan

kebijakan daerah di bidang pengembangan penanaman maodel;
h. menylapkan dan menyusun data serta pengkajian potensi investas:
unggulan,;
c. menpgkoordinasikan dan menviapkan dala serta sarana prasarana promosi
penanaman modat;
d. menyelenggarakan dan berpartisipasi pada event-event promost/pamecran,
sosialisasi dan seminar penanaman modal,
e. memberdayalkan teknclogi iniormasi dalam rangka pelayanan dan
penyebariuasan informas penanaman modal;
. menviapkan data perkembangan penanaman modal;
menyusun program kerja Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal,
. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Potensi dan
Promosi Penanaman Moadal; dan
i. mclaksanakan tupas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesum
dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 1
Subk Bidanp Analisa Potensi Penanaman Modal
| Pasal 9

Sub Bidang Analisa Potensi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yvang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawanh kepada Kepala Bidang Potensi dan Promos: Penanaman

Modal,

Sub Bidang Analisa Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas mcmbantu

Kepala Bidang dalam hal perumusan kebijakan, penyiapan data, dan

pengkajian berbagai potens: dan peluang investasi,

Penjabaran tugas Sub Bidang Analisa Potensi Penanaman Modal sehagmmana

dimaksud pada ayat {2) adalah :

a. melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam penyusunan
analisa potensi penanaman modal daerah;

b. menylapkan dan menyusun peta investasi daerah

c. melakukan identifikasi potensi sumber daya investasi daerah;

d. menyiapkan data, kajian serta profil potensi dan proyek investasi
prioritas /funggulan dacrah

e. melaksanakan pengelolaan serta pembaruan (update) data perkembangan
investas: daerah;

f. menyusun rencani anggaran dan kegisian Sub Bidang Analisa Potensi
Penanaman Modal;

g membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bub Bidang Analisa
Potensi Penanaman Mcedal; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

1.
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Paragraf 2
Sub Bidang Promosi dan Penpembangan
Pasal 10

Hub B.idung Prumosi dan Penpembangan  dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal,

Sub Bidang Promosi dan Pengembangan mempunyai tilgas membantu Kepala
Bidang Potensi dan Promosi Penanaman  Modal dalamnm hal pernmusan
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan promosi dan penyebarluasan informasi
penanaman  modal, pengembanpan penanaman modal serta penpgelolaan

teknolog mformasi.

Penjabaran tugas Sub Bidang Promosi dan Pengembanpan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. melakukan pengkapan dan peromusan kebiyjalkan dan peraturan di bidang

promosi dan pengembanpgan penanaman modal;

b. melakukan koordinasi dan menyiapkan sarana prasarana promosi dan

penyebarluasan informasi penanaman modal;

c. menyelenggarakan serla berpartisipasi pada event-event promosi penanaman

modal:

d. melaksanakan penvusunan rencana pengembangan penanaman modal;

e, menviapkan dan melaksanalkan pengelolaan data serta sistcm informasi
penanaman modal melalui teknologl informasi;

. menyusun rencana angparan dan kegiatan Sub Bidang Promosi dan
Pengembangan,;

g, membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi dan
Pengembangan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesua
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal
Pasal 11

Bideng Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang vang dalam melaksanakan twmgasnya berada dibawah dan
hertangeung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Moedal mempunyal tugas
membantu Kepala Badan dalam perumusan kebyjakan leknis, perencanaan,
petlviapain data serta penyelenggaraan kerjasama perianaman maedal.

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2], Bidang
Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal mempunyai fungsi:
a. mengumpulkan dan mengolah data, mengkaji, menyusun serta merumuskan

kebijakan daerah di bidang kerjasama penianaman modal,

mengkoordinasikan dan menyiapkan data kerjasama penanaman modal;

menyelengearakan fasilitasi kerjasama penananamar: modal;

melaksanakan cvaluasi kerjasama penanaman muodatl;

menyvusun rancarngan kesepakatan dan perjanjian kerjasima penanaman

modal;

menyelenggarakan media komunikasi dan informasi antar penanam maodal;

menyusun program kera Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman

Modal;

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kerjasaimna Antar
Lembaga Penanaman Modal; dan
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i. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan Dunla Usaha
Pasal 12

(1) Sub Bidanpg Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugssnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama Antar Lembaga
Penanaman Modal.

iy

(<) Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal dalam hal

perumusan kebijakan, penyelenpgaraan fasilitasi dan koordinasi kemitrazan
antara dunia usaha.

e (3) Penjabaran fugas Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha sebapgaimana
dimmaksud pada avat (2) adsalah :
a. melalkukan pengkajian dan perumusan kebijakan dan peraturan di bidang
- kerjasama dan kemitraan antar dunia usaha ;
b. menyusun pola kerjasama kemitraan dunia usaha berdasarkan potensi
dacrah
c¢. memfasilitasi kemitraan usaha antara pengusaha mikre, kecil dan menengah
denpan penpusaha besar;
d. memfasililas: kermmitraan dan kerasama antar duma usaha;
mengidentifikasi potenst serta permasalahan dalam menciptakan kemitraan
antar durndia usaha;
f. menyelenggarakan sarana atan media komunikasi dan informasi antara
duma usaha;
g, menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidanpg Fasilitasi Kemitraan
Dunia Usaha,;
h., membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi
Kemitraan Dunia Usaha; dan

o

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya,

Paragraf 2
Sub Bidang Kerjasama
Pasal 13

(1) Sub Elidaﬂg Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnva berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepald Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal.

{2] Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas memhbantu Kepala Bidang Kerjasama
Antar Lembaga Penanaman Modal dalam hal perumusan kebijakan, penyiapan
data, fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga
penanaman modal maupun dengsan institusi pemerintah lainnya,

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (£}
v adalah :
a. melakukan pengkajian, perumusan kebijakan dan peraturan di bidang

kenpasama penanaman modal ;

b. memfasilitasi kerjasama penanaman tnadal pemernntah daerabh dengan
dunia usaha baik lokal, nasional maupun internasional atau dengan
pemerintah daerak lainnya;

2 c. mengkoordinasikan rencana kerjasama penanaman modal,
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d. mén}usun ranicangan kesepakatan dun perjanjian kerjasama pcnanaman
modal;

€. menyiapkan daftar dan data objek kerjasama penanaman modal,;

I. melakukan evaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan kerjasama
penanaman modal;

g mengajukan usul, saran serta tinduk lanjut rencana dan pelaksanaan
kerjasaima penanaman modal;

h. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Kerjasama;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidong Kerjasama;

dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya,

ot o

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu
Pasal 14

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin cleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanpgung jawab kepada
Kepila Badan.

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadn mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam perumusan kebijjakan teknis, pemberian pelayanan admninistrasi
dan informasi, pelaksansun survey perizinen dan penerbitan perizinan dan
nonperizinan penanaman modal serta perizinan lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundanp-undanpgan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada avat (2), Bidang
Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyval fungsi .
a. menglkaji, menyusun serta merumuskan kebijakan teknis di bidang
pelayanan perizinan terpadu,
b. menyiapkan kelengkapan prasarana sarana dan sumber daya dalam
pelayanan perizinan terpadu;
c. menyclenggarakan administrasi pendaftaran perizinan dan nouperizinan
penanaman modal serta perizinan lainnya;
d. memberikan fasilitasi, nsentil dan kemudahan dalam perizinan maupun
Monperizinan;
menerbitkan perizinan dan nonperizinan;
menyelenggarakan sistem pelavanan perizinan investasi secara elektronik;
memberikan dan penvelenggarsan lavanan informasi dan pengaduan;
mengelala arsip/dokumen perizinan dan nonperizinan;
menyusun program kerja Bidang Pelavanan Perizinan Terpadu;
membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan
Penzinan Terpadu; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain vang dibcerikan olch atasan scsuai
dengan tugas dan fungsinya.

e vt

Paragraf 1
Sub Bidang Pelayanan Perizinan
Pasal 15

Sub ﬁiclemg Pelayanan Perizinan dipimmmpn oleh seorsng Kepala Sob Bidang
vang dalam melaksanakan tugasnya berada di hawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sub Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fugas membantu Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan Terpadu dalam perumusan kebijakan teknis, pengelolian
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dan pemberian layanan perizinan penanaman modal maupun perizinan lainnya
sesual kewenangan dan keterntuan peraluran peraturan perundang-undangan,

Penjabaran tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud

pada avat {2) adalah -

a. menyiapkan rumusan kebijakan, peraturatl, pedoman dan petunjuk teknis
pelayanan perizinan;

b, menylapkan prasarana saruna don kelengkapan administrasi pemberian
layanan penzinan;

c. menvusun dan menyiapkan pedoman tatacara, prosedur dan mekanisme
pelayanan perizinan penanaman meodal dan perizinan lainnya;

d. memberikan layanan, memproses dan menerbitkan dokumen perizinan
penanaman modal maupun pernsinan daerah lainnya sesuai kewenangan
dan ketentuan vang bertaku;

e. menyelenggarakan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi
sceara elektronik;

f. menyiapkan data perkembanygan perizinan;

g. menyusun rencand angegaran dan  kegiatan Sub Bidang Pelavanan
Perizinan;

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan
Perizinan; dan

1. melaksanakan tupas kedinasan lain yang diberiken oleh stasan sesuai
dengan tupgas dan fungsinya;

Paragraf 2
Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan
Pasal 16

Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dalam perumusan kebijakan teknis,
pengelolaan dan pemberian laysnan non perizinan berupa segala bentuk
kemudahan pelayanan, pemberian fasilitas dan informasi sesuai kewenangan
dan kelentuan peraturan perundang-undangar:.

Fenjabaran tugas Sub Bidung Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan rumusan kebiakan, peraturan, pedoman dan petunjuk tekius
pelayanan non paresanan;

b. menylapkan prasarana sarana dan Kelengkapan administrasi pemberian
lavanan non perizinan;

¢. menyusun dan menyiapkan pedoman tatacara, prosedur dan mekanisme
pelayanan non penzinan;

d. memberikan layanan, memproscs dan mencrbitkan dokumen non peorizinan
berkaitan dengan penanaman modal maupun non perizinan lainnya sesuai
kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. menghkoordinasikan, memproses pelayanan pemberian insentif, fasiitas
dan kemudahan dalam penanaman modal daerah,;

I. menylapkan dan memberikan leyanan informasi dan layanan penpaduan
dalam hal perizinan dan nonperizinan,;

g. menyelenggarakan pengelolaan dan penyimpanan  arsip/dokumen
perizinan dan nonperizinan,

h. ﬂléﬂyiapka_u dala perkembunguan nonperAanarn;
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1. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Non

Perizinan

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan

Non Perzinan; dan

k. melaksanaksn tugns kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsnai
dengan tugas dan fungsinya.

.

Bagian Keenam
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 17

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh secrang Kepala Bidang
vang dalam melaksanakan lugasnya berads dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan,

Eidzing Pengawnsan dan Pengendalian mempunyal tugas membantu Kepala
Badan dalam perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengawasan dan
pengendahan penanaman modal dan perizinan nsgha lainnya.

Unluk menyelenggaralcan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Bidang
Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan dan mengolah data, mengkaji, menyusun serta
merumuskan kebijakan dacrah di bidang pengawasan dan pengendalian
penanaman modat dan perizinan usaha lainnya;

b, menyusun rencana pengawasan dan  pengendalian  penyelenggaraan
penanaman rmodal dan perizinan usaha lainnva;

¢. membentuk fim pengendalian dan  penangsnan masalah-masalah
penanaman modal dan perizinan usaha lainnya;

d. melaksanakan survey dan verifikasi ke lapangan atas pernmohonan
perizinan /nor perizinan,

¢. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan
penanarnan medial dan penzinan usaha lainnya;

. mengkaji dan merumuskan penyelesaian masalah-masalah penanaman

modal dan penzinan usaha lainnya;

menyusun program kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian,

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan

dan Pengendalian; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesual
denpan tugas dan fungsinya.

0

Paragraf 1

Sub Bidang Pembinaan
Pasal 18

Sub Bidang Peminnaan dipimpin oteh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnva berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengawasan dan Penpendahan.

Sub Bidang Pembinaan mempunvai lugas membantu Kepala Bidang
Pengawasan dan  Pengendalian  dalam  perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan pemantauan dan bimbingan kepada penanaman meodal dalam
rangka tealisasi investasi dan [asibins] penyelessian  masalah fhambatan
pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Penjabaran tugas Sub Bidang Pembinaan schagaimana dimaksud pada ayat (4)

adalah :

a. melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan /peraturan di ndang
pcmantanan dan pembinaan penanaman modal;

b. mengkoordinasikan dan melaksanaksan pamantauan dan pembinaan
kegiantan penanaman modal;

¢, membentuk tim pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;



d.

c.

f.

melakukan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan peénanaman
modal;

meélaksanakan pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal
secsual ketentuan peraturan perundang-undangan,

memberikan [asilitasi penyelesaian masaleh/hambatan yang dihadam
penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya;
melaksanakan kepiatan pemantauan melalal pengumpulan, verdikast dail
cvaluasi data recalisasi penanamean modal yang tercantum dalam Leporan
Kegiatan Penanaman Modal yang disampailan perusahaan;

. manyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Pembinaamn;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vanp diberikan oleh atasan sesuai
dengan tigas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi
Pasal 18

(1) Sub Bidang Fengawasan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangpung
jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

(2)

(3]

Sub Bidang Pengawasan dan Ewvaluasi mempunyal tugas membantu Kepala
Bidang Pengawasan darn Pengendalian dalam perumusan kebijakan teknis,
melakukan pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan 1zin usaha
lainnya serta pemberian sanksi pelanggaran perizinan sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penjabaran tugas Sub Bidang Pengowasan dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

E-r

melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan dan peraturan dalam
rangka pengawasan perizinan penanaman modal dan izin usaha lannya
sesuai ketentuan yang berlaku;

membentuk tim pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan
usaha lainnya;

melakukan evaluasi atas perizinan/non perizinan serta fasilitas yang telah
diberikan;

melaksanakan pemeriksaan/monitoring ke lokasi proyvek penanaman
modal atau 1saha lainnys;

mengkoordinasikan, melaksanakan dan menyampaikan hasil
{rekomendasi) kegiatan survey atas permohonan perizinan;
menindaklanjuti setiap penpaduan dan keberatan dalam proses kegiatan
penansman modal dan pelayanan perizinan /non perizinarl;
menpkoordinasikan, menginventarisasi, mengkaji, dan menyiapkan
rurnusan /solusi penanganan dan pemecahan masalalh penanaman modal
dan perizinan/non perizinan,

. menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penanamean

madal;

menyiapkan saran tindak lanjut dan sanksi atas penyvimpengan dan
pelunggaran  dalam  pelaksanaan kegiatan penanaman maodal atan
perizinan /nonperizinan lainnys;

menyviapkan data perkembangan realisasi investasi;

menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan
Evaluasi;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan
dan Evaluasi; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

denpan tugas dan fungsinya.



BAB IV
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi Kantor Penanaman Modal (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54);

b. Peraturan Walikota Padang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Dacrah Tahun 2008

Nomor 59);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

[htetapkan di Padang
pada tanggal 26 E]tatm&ﬂ FDI\

Diundangkan di Padan
pada tanggal 28 )estmbr

P\

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR (&



